
 

 

 

PERJANJIAN PENEMPATAN 
ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DANCALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 
 

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di PT DWI TUNGGAL 

JAYA ABADI , telah diadakan Perjanjian Penempatan oleh dan antara : 

I. Nama : YULIAWATY  

Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI  

Nomor SIP3MI                        : 91200072113470001  

Alamat : JL. MT HARYONO NO.9 RT.006 RW.016  

 SUKASARI TANGERANG BANTEN  

 
 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.DWI TUNGGAL JAYA ABADI  Selanjutnya 

dalam perjanjian penempatan ini disebut PIHAK KESATU. 

 
II. Nama CPMI : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin :  

Status :  

Alamat orang tua : 

 
 

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut PIHAK KEDUA. 

 
 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian 

Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

(1) PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di negara 

MALAYSIA sebagai Farming/Agriculture  pada pemberi kerja GOR HUP 

AGRICULTURE SDN BHD  yang beralamat di LOT 8633, BATU 1, JALAN AIR HITAM, 

83700 YONG PENG   dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan 

daftar nominasi PIHAK KEDUA. 

. 



 

 

Pasal 2 

(1)  PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak 

ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh 

PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2)  PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka 

penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak. 

 
Pasal 3 

 
 

(1) PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK 

KEDUA, meliputi : 

1. Tiket keberangkatan, 

2.Tiket pulang, 

3. Visa kerja, 

4. Legalisasi perjanjian kerja, 

5. Pelatihan Kerja, 

6. Sertifikasi Kompetensi Kerja, 

7. Jasa perusahaan, 

8. Penggantian paspor, 

9. Jaminan sosial pekerja migran indonesia, 

10. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, 

11. Pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertent mempersyaratkan, 

12. Akomodasi, 

13. Transport Lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia. 

Kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA. 

 
  Pasal 4 

Bahwa pemberi kerja akan menanggung semua biaya penempatan.  . 

 
Pasal 5 

PIHAK KEDUA tidak di bebankan biaya penempatan sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku.. 

 

 

 



 

              Pasal 6 

 
 

PIHAK KESATU tidak akan menuntut pihak kedua untuk mengembalikan biaya 

penempatan.  

 

        Pasal 7 

 
 

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU 

apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun. 

 
Pasal 8 

(1)  Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK 

KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan 

keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang 

memyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di 

Kapupaten/Kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian 

penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh 

biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun. 

 
Pasal 9 

(1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar 

RM 1500 (Seribu Lima Ratus Ringgit Malaysia) per-Bulan sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Kerja. 

(2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan 

Perjanjian Kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara 

permberi kerja dengan PIHAK KEDUA. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pasal 10 

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 

2 (dua) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya oleh masing-masing pihak. 

 
 

 
PIHAK KESATU 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


